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NURMIYANTI, B111 10 253, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Persetubuhan Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus 
Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/PN.Mrs), dibawah bimbingan Prof. Dr. 
Muhadar, S.H. M.S. selaku Pembimbing I dan Dr. Dara Indrawati, S.H., 
M.H. selaku Pembimbing II. 
Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana penerapan hukum 
pidana meteriil dan pertimbangan hukum hakim dalam mengadili dan 
memutus perkara persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara 
berlanjut dalam putusan nomor 102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs. 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Klas IB Maros 
dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode 
Kepustakaan dan Metode Wawancara yang kemudian data yang 
diperoleh dianalisis sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan 
kesimpulan atas permasalahan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Penuntut Umum 
memberikan dakwaan terhadap terdakwa dengan Pasal 81 ayat (2) UU 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP. Hal  
ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebab korban dalam 
perkara ini merupakan anak yang berusia 16 tahun sehingga 
menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lex 
Spesialis Derogat Legi Generali) dan terdakwa melakukan perbuatan 
persetubuhan tersebut secara berlanjut yakni lebih dari 20 (dua puluh) 
kali. 2) Hakim  dalam menjatuhkan putusannya lebih ringan dari apa yang 
dituntut oleh penuntut umum yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 
dan denda sebesar Rp60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) subsidair 5 






Assalamu Alaikum Wr.Wb. 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini 
dapat terselesaikan. Sekalipun, penulis menyadari bahwa di dalamnya 
masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan penulis. Oleh 
karena itu, penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran 
dari para penguji untuk penyempurnaannya. Serta Salam dan Shalawat 
kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga 
dan sahabatnya yang suci. 
Dalam masa studi sampai dengan hari ini dimana Penulis sudah 
sampai pada tahapan akhir penyelesaian studi, begitu banyak halangan 
dan rintangan yang telah Penulis lalui hingga tiba di hari ini dengan impian 
dapat menyematkan gelar S.H. dibelakang nama Penulis. Oleh karena itu, 
dengan segala kerendahan hati Penulis ucapan terima kasih yang 
sedalam-dalamnya kepada ayahanda Muh. Amir dan ibunda Hariah yang 
tidak pernah mengeluarkan kata lelah membanting tulang mencari nafkah 
demi Penulis agar dapat terus melanjutkan studi. Apapun yang Penulis 
dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa-jasa mereka, Penulis 
sadar bahwa hari ini adalah awal di mana Penulis harus membuktikan 
kepada kedua orang tua bahwa Penulis akan membalas jasa-jasa orang 
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tua dan mempersembahkan yang terbaik buat beliau. Sekali lagi terima 
kasih banyak atas cinta dan kasih sayang yang diberikan. 
Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kakanda 
Nasrullah atas segala dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang 
telah diberikan selama ini, semoga dapat segera meraih gelar Sarjana 
Ekonominya dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 
adinda Muh. Nawir dan Muh. Ansyar yang selalu memberikan semangat 
kepada penulis agar dapat segera memperoleh gelar Sarjana Hukum. 
Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, Penulis mendapat banyak 
kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkata 
banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu penulis ucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A.  selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya. 
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, 
S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, 
S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Hamzah Halim, 
S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing I dan Ibu 
Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah 
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mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
4. Bapak Dr. Anshori Ilyas S.H., M.H. selaku Pembimbing akademik 
Penulis yang selalu membantu dalam program rencana studi. 
5. Seluruh dosen, seluruh staf Bagian Hukum Pidana serta segenap 
civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang 
telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan 
bantuan lainnya. 
6. Staff Pengadilan Negeri Maros yang membantu Penulis dalam 
masa penelitian. 
7. Bapak Mansur, S.Sos., M.H. selaku Kepala Rutan Klas IIB 
Sidenreng Rappang yang telah memberikan dukungan moril dan 
kebijaksanaannya. 
8. Kepada saudari-saudari kesayanganku Ruri Fatimansari, Yuli 
Moelawati, S.H., Dessy Arky Syafitri, S.H., Fitriani Jamaluddin, 
S.H., R.A. Ekie Prifitriani, S.H., Iin Hidayah, S.H., Kuntum S. 
Sitorus, S.H. Terima kasih telah mengajarkan arti kebersamaan, arti 
persahabatan dan arti persaudaraan. 
9. Rekan-rekan KKN Gel. 85 Kab. Luwu Timur Kec. Towuti Desa 
Mahalona, terima kasih atas semangat dan kerjasamanya. 
10. Teman-teman Legitimasi 2010 Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
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Penulis sadari bahwa dalam skripsi ini masih begitu banyak 
kekurangan, olehnya itu dengan senang hati Penulis harapkan kritik dan 
saran yang membangun dari para penguji dan para pembaca yang 
sempat membaca skripsi ini. 
Wassalamu Alaikum Wr. Wb. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah 
yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus 
cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. 
Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai sejak abad 
ke-19, dimana anak dijadikan objek yang dipelajari secara ilmiah. 
Pelopornya adalah Wilhelm Preyer dalam bukunya Die Seele Des Kindes 
(jiwa anak) pada tahun 1882, kemudian disusul oleh berbagai ahli yang 
meneliti anak dan menulis psikologis anak, antara lain William Sterm 
menulis buku Psychologie der Fruhen Kindheit (Psikologi Anak pada Usia 
Sangat Muda), Karl Buhler menulis buku Die Geistige Entwicklung des 
Kindes (Perkembangan Jiwani Anak) pada tahun 1989 dan bukunya 
Kindheit Fund Jugend (Masa Kanak-Kanak dan Masa Muda) yang ditulis 
bersama istrinya bernama Charlotte Buhler, buku ini sangat masyhur.1 
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan 
perhatian dan perlindungan khusus. Perlindungan ini dapat diwujudkan 
dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian hak-hak terhadap anak, 
perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, 
perlindungan dari kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta 
                                                             
1 Wagiati Soetodjo, Hukum PIdana Anak, (Refika Aditama: 2006),  hal. 5 
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perlindungan-perlindungan lain yang dapat merangsang tumbuh kembang 
seorang anak secara stabil dan wajar. 
Beberapa Aturan hukum mengenai Anak, antara lain: Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. 
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahklak mulia, dan 
sejahtera.2 
Tetapi, berbagai aturan hukum mengenai perlindungan terhadap 
hak-hak anak tersebut hanya sebagai dokumen belaka yang 
penerapannya sangat rendah. Tidak dapat menjamin tumbuh kembang 
seorang anak tanpa adanya kekerasan fisik, psikis maupun diskriminasi. 
Bahkan yang terjadi adalah berbagai kejahatan terhadap anak yang terus 
mengancam keselamatan dan tumbuh kembang seorang anak. 
Kejahatan yang terjadi pada anak dikarenakan anak-anak 
dianggap lebih lemah dan dapat dengan mudah dibujuk serta diberikan 
                                                             
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (2) 
3 
tipu muslihat agar melakukan suatu hal bahkan melakukan sesuatu yang 
oleh undang-undang dipandang sebagai suatu kejahatan. 
Salah satu dari kejahatan tersebut adalah kejahatan  
persetubuhan terhadap anak yang sangat meresahkan masyarakat dari 
sekian banyak kejahatan yang sering terjadi. Dalam kejahatan ini, salah 
satu unsur menonjol adalah adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh 
pelaku agar dengan mudah dapat memenuhi tuntutan birahinya tanpa 
memandang siapa korbannya. 
Kasus-kasus mengenai kejahatan persetubuhan terhadap anak ini 
kian marak terjadi. Hal ini dapat kita saksikan di berbagai media massa 
yang hampir setiap hari menyajikan berita-berita kriminal tentang 
kejahatan kesusilaan terhadap anak. Yang lebih ironisnya lagi, kejahatan 
terhadap anak ini pelakunya merupakan orang tua dari anak itu sendiri 
yang bahkan dilakukannya secara berulang-ulang. 
Realitas ini menunjukkan betapa rendahnya penegakan hukum 
yang berlaku di Indonesia, akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak 
ini sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan anak tersebut dimasa 
mendatang. Tidak jarang anak yang mengalami pelecehan seksual 
mengalami depresi dan trauma yang berkepanjangan yang sangat 
mempengaruhi perkembangan  jiwanya kedepan. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan Kesejahteraan 
Anak Indonesia melalui Center for Tourism Researchy and Development 
Universitas Gajah Mada, mengenai berita tentang child abuse yang terjadi 
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dari tahun 1992-2002 di tujuh kota besar, yaitu Medan, Palembang, 
Jakarta, Semarang, Surabaya, Unjung Pandang dan Kupang ditemukan 
bahwa terdapat 396 kasus dengan rincian sexual abuse 65,8%; physical 
abuse 19,6%; emotional abuse 6,3%; dan child neglect 8,3%.3 
Banyaknya hak-hak atas anak yang dilanggar dan menjadi korban 
dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan tidak 
manusiawi ini sangat bertentangan dengan semangat Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang 
berbunyi : 
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.” 
 
Selain itu, hal ini tidak sejalan dengan undang-undang yang dibuat 
untuk memberikan perlindungan terhadap anak yaitu Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 yang dimana dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan 
bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.  
Sanksi pidana bagi kejahatan persetubuhan terhadap anak ini 
sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
salah satunya terdapat dalam pasal 287 ayat (1) yang berbuyi : 
                                                             
3 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, (PT. Citra Aditya Bakti: 2009), hal 8. 
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“barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan 
isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya 
bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun 
kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum 
masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamya sembilan 
tahun.” 
 
Dan dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Pelindungan Anak yang berbunyi : 
“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” 
 
Ketentuan Pasal 81 ayat (2) ini dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat  3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling 
sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
Aturan ini menunjukkan betapa besarnya kepedulian pemerintah 
terhadap harkat dan martabat seorang anak. Namun, hingga sekarang, 
kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari apa yang 
diharapkan. 
Salah satu kasus persetubuhan yang terjadi di Kota Maros yang 
korbannya merupakan seorang anak yang berusia 16 (enam belas) tahun 
dibujuk untuk melukukan persetubuhan dengan seseorang yang terjadi 
dalam rentang waktu Oktober 2011 hingga Februari 2013 yang 
mengakibatkan anak tersebut hamil. 
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Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis 
untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak 
pidana persetubuhan anak yang dilakukuan secara berlanjut. 
Penulis mengangkat kasus persetubuhan terhadap anak yang 
terjadi di Kota Maros dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis terhadap 
Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut 
(Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut 
dalam putusan No.102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku persetubuhan anak yang dilakukan 
secara berlanjut dalam putusan No.102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs ? 
 
C.Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut 
dalam putusan No.102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana 
persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut dalam 
putusan No.102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs. 
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D. Kegunaan Penelitian 
1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan  
dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana Indonesia.  
2. Diharapkan hasil penelitian ini memberi sumbangsi pemikiran 
terhadap penegakan hukum  di Indonesia, khususnya yang 







A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan Yuridis terdiri dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan 
berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat, 
memeriksa. Kata tinjau mendapat akhiran –an menjadi tinjauan yang 
artinya perbuatan meninjau, pengertian kata tinjauan dapat diartikan 
sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara 
sistematik. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang 
ditetapkan oleh undang-undang. 
Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan 
pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang 
dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau 
berdasarkan hukum dan undang-undang. 
Adapun pengertian Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum 
Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji hukum pidana 
materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan teliti terhadap semua 
ketentuan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang 
mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, 
siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap 
tindakan-tindakan tersebut dan pidana yang bagaimana yang dapat 
dijatuhkan terhadap orang tersebut. 
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B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Delik atau tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut 
Strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yatu straf, baar, dan feit. Straf 
diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan 
dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan 
dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi, istilah 
Starfbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik 
dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).4 
Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 
perlu demi terpeliharanya tertib hukum.5 
Selain daripada istilah straftbaar feit, dipakai juga istilah lain, yang 
berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Bahasa Jerman disebut delict, 
dalam bahasa Perancis disebut delit  dan dalam bahasa Indonesia dipakai 
istilah delik 6. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
sebagaimana dikutip Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang 
                                                             
4 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban 
Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, (Rangkang Educatiaon dan PuKAP Indonesia: 2012), hal 19. 
5
 Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Citra Aditya Bakti: 1997), hal 34. 
6 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Sinar Grafika: 2008), hal 7. 
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dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap 
undang-undang tindak pidana.7 
Prof. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 
didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.8 
Berikut beberapa istilah yang lazim digunakan oleh beberapa 
sarjana hukum dalam merumuskan istilah strafbaarfeit : 
1. Peristiwa pidana digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid ( 1963: 
32), Rusli efendi (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986: 206). 
2. Perbuatan pidana digunakan oleh Moeljatno (1983: 54). 
3. Perbuatan yang boleh di hukum digunakan oleh H.J.Van 
Schravendijk (Sianturi 1986: 206). 
4. Tindak pidana digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), 
Soesilo (1979: 26)  dan S.R Sianturi (1986: 204). 
5. Delik digunakan oleh Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74).9 
Sarjana hukum tersebut di atas, menggunakan istilah tersebut 
dengan disertai alasan dan pertimbangan masing-masing.10 Untuk istilah 
mana yang digunakan asalkan tidak merubah makna strafbaarfeit, 
merupakan hal yang wajar. 
                                                             
7 Ibid. 
8 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & 
Batas Berlakunya Hukum Pidana, (PT. Raja Grafindo Persada: 2002) hal. 71 
9
 Amir Ilyas, Op.Cit., hal 21. 
10 Ibid. 
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Berdasarkan uraian pendapat para pakar hukum di atas, penulis 
berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan 
hukum dimana perbuatan tersebut tidak memiliki alasan pembenar dan 
disertai dengan ancaman sanksi bagi siapa yang melanggarnya dan 
dianggap dapat mempertanggungjawabkannya. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut Adami Chazawi, dari rumusan-rumusan tindak pidana 
tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, 
yaitu:11 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
                                                             
11 Adami Chazawi, Op Cit, hal 82. 
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Di dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-
unsur perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan 
dualistis. 
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat 
syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan 
perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, 
bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup 
di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan 
pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (criminal responbility).12 
Menurut D. Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus 
dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :13 
1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 
maupun perbuatan negatif (tidak berbuat); 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Melawan hukum; 
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan 
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan 
syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan 
dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban 
pidana. Menurut panadangan monistis dalam pengertian tindak pidana 
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 Amir Ilyas, Op Cit, hal 38 
13 Ibid, hal 39. 
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sudah tercakup di dalamnya baik criminal act maupun criminal 
responsibility.14 
Sementara menurut pandangan dualistis hanya dicakup criminal 
act, dan criminal responsibility  tidak menjadi unsur tindak pidana. Dengan 
demikian, suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana hanya 
dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang tanpa 
adanya suatu alasan pembenar. 
Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi : 
1. Unsur-unsur tindak pidana : 
a. Ada perbuatan; 
b. Ada sifat melawan hukum; 
c. Tidak ada alasan pembenar 
2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana : 
a. Mampu bertanggungjawab 
b. Kesalahan 
c. Tidak ada alasan pembenar15 
Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana : 
1. Unsur-unsur tindak pidana, antara lain : 
a. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik. 
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh 
karena itu, perbuatan atau tingkah laku merupakan unsur mutlak 
tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak 
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 Ibid, hal 40. 
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 Ibid, hal 43. 
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mencantumkan unsur tingkah laku, misalnya Pasal 351 KUHP 
(penganiayaan), cara perumusan seperti itu merupakan suatu 
perkecualian belaka dengan alasan tertentu, dan tidak berarti 
tindak pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan. Unsur itu telah 
ada dengan sendirinya di dalamnya, dan wujudnya tetap harus 
dibuktikan di sidang pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya 
perbuatan tersebut.16 
Untuk mengetahui suatu perbuatan dalam rumusan pasal, 
maka haruslah diperhatikan secara seksama mengenai unsur-
unsur yang ada agar dapat dikelompokkan secara jelas sebagai 
suatu bentuk perbuatan.17 
b. Ada sifat melawan hukum (Wederrechtelijk). 
 Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau 
terlarang dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat 
bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan 
dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil). 
Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut 
bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela itu 
tidak tertulis. 
Seringkali sifat tercela suatu perbuatan itu terletak pada 
kedua-duanya, seperti perbuatan menghilangkan nyawa orang lain 
pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dilarang, baik dalam undang-
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 Adami Chazawi, Op.Cit, hal 83. 
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 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 51 
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undang maupun menurut masyarakat, walau kadang ada perbuatan 
yang tidak tercela menurut masyarakat tapi menurut undang-
undang tercela, misalnya perbuatan mengemis (pasal 504 KUHP). 
Sebaliknya, ada perbuatan yang tercela menurut masyarakat tetapi 
tidak tercela menurut undang-undang, contohnya perbuatan 
bersetubuh atas dasar suka sama suka atau kumpul kebo. 
c. Tidak ada alasan pembenar. 
Yang termasuk alasan pembenar dalam hal ini : 
a. Daya Paksa Absolute; 
Daya paksa absolute (overmacht) tercantum didalam Pasal 
48 KUHP. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana 
seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan 
yang memaksa. Meskipun dalam undang-undang tidak dijelaskan 
apakah yang dimaksud dengan keadaaan memaksa atau 
overmacht, menurut Van Bemmelen bahwa daya paksa itu 
merupakan suatu pengertian normatif,18 meliputi hal-hal dimana 
seseorang karena ancaman terpaksa melakukan tindak pidana, 
tetapi yang disebut oleh Van Bemmelen adalah bentuk yang relatif. 
b. Pembelaan Terpaksa; 
Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan 
sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. 
Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatakan : 
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“Tidak dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan 
pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, 
kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang 
lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan 
yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.” 
 
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau 
ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan 
keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas, harus seimbang 
antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak 
dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional, tidak 
semua alat dapat digunakan (hanya yang masuk akal saja).19 
c. Menjalankan ketentuan undang-undang; 
Pasal 50 ayat (1) KUHP menyebutkan : 
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” 
 Sebenarnya setiap perbuatan pemerintah melalui alat-
alatnya dalam menjatuhkan ketentuan udang-undang adalah sah 
dan tidak melawan hukum, asalkan dilakukan dengan sebenarnya 
dan patut. Menurut Vos, petugas yang tidak boleh menangkap 
orang yang melarikan diri, membunuh atau melukai berat, kecuali 
mengenai delik yang sangat serius misalnya pembunuhan missal.20 
d. Menjalankan perintah jabatan yang sah. 
Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan : 
“barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan 
perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak 
akan itu, tidak boleh dihukum.” 
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 Ibid, hal 67. 
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 Ibid., hal 70. 
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Aturan ini termasuk dasar pembenar karena nsur melawan 
hukum tidak ada, sedangkan pada pasal 51 ayat (2) ialah dasar 
pemaaf, karena perbuatan tetap melawan hukum, hanya pemberat 
tidak bersalah karena ia beritikad baik mengira menjalankan 
perintah pejabat yang berwenang dan sah, padahal tidak sah.21 
2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa 
atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana 
yang terjadi atau tidak. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban 
pidana, yaitu : 
a. Mampu bertanggungjawab 
Moeljatno mengatakan, “hanya terhadap orang-orang yang 
keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur 
tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam 
masyarakat.22 
Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab, bilamana 
pada umumnya ; dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Di 
Indonesia Dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi 
menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup:23 
 
                                                             
21 Ibid, hal 72. 
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 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 
Pidana Tanpa Kesalahan, (Kencana: 2011),  hal 91. 
23 Amir Ilyas, Op Cit, hal 76. 
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1. Keadaan jiwanya: 
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 
(temporair); 
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan 
sebagainya), dan 
c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, 
melindur/slaapwandel, mengingau karena demam/koorts, 
nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam 
keadaan sadar. 
2. Kemampuan jiwanya: 
a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan 
c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
Lebih lanjut E.Y. Kamter dan S.R. Sianturi menjelaskan 
bahwa:24 
“kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan 
dan kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), dan bukan 
kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (verstanddelijke 
vermogens), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang 
resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah 
verstanddelijke vermogens. Untuk terjemahan dari 
verstanddelijke vermogens sengaja digunakan istilah 
“keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.” 
 
 





Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau 
karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan 
keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan 
dengan mampu bertanggungjawab. Bentuk-bentuk kesalahan terdiri 
dari : 
1. Kesengajaan (opzet). 
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan 
atau opzet, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, 
yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang 
melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus 
mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang 
dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan 
larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.25 
Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dapat dibagi 
menjadi 3 bagian, yakni:26 
a. Sengaja sebagai niat ( opzet als oogmerk) 
 Bahwa kesengajaan merupakan sifat tujuan dari si pelaku, si 
pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi 
pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana. Dalam 
rumusan tindak pidana, kesengajaan sebagai maksud dengan 
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 Ibid, hal 78.   
26 Adami Chazawi, Op.Cit., hlm.  96 
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mudah dapat diketahui karena secara tegas dirumuskan, misalnya 
Pasal 362, 368, 369, 378 KUHP.27 
b. Sengaja sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) 
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 
perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi 
dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti 
akan mengikuti perbuatan itu. 
Kesengajaan sadar akan kepastian, terwujudnya delik bukan 
merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak 
sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai. 
c. Sengaja sebagai kemungkinan (Dolus eventualis, opzet bij 
mogelijkeheidsbewustzijn) 
Kesengajaan sebagai kemungkinan merupakan kesengajaan 
untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat 
lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari 
perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan 
perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk 
melakukan perbuatan itu. 
2. Kelalaian (culpa) 
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang 
timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang 
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telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi 
dikarenakan perilaku orang itu sendiri. 
Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:28 
1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat 
menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga 
sebenarnya ia telah melakuan suatu perbuatan (termasuk tidak 
berbuat) yang melawan hukum; 
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang 
berpikir panjang; dan 
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus 
bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya tersebut. 
Skema culpa, yaitu : 
a. Culpa lata yang disadari atau kealpaan. 
CONSCIOUS : kelalaian yang disadari, contohnya antara 
lain sembrono (roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh. Dimana 
seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak 
akan terjadi.29 
Menurut pasal 7 ayat (3) Criminal Code of Yugoslavia, 
bahwa kealpaan ada pada pembuat delik jikalau ia menyadari 
tentang kemungkinan akan terwujudnya akibat terlarang, tetapi 
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 Amir Ilyas, Op Cit, hal 84. 
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 Ibid., hlm.84 
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secara gegabah menganggapnya tidak akan terjadi atau ia mampu 
untuk mencegahnya.30 
b. Culpa lata yang tidak disadari atau kelalaian. 
UNCONSCIUS : Kelalaian yang tidak disadari, dimana 
seseorang seharusnya sadar dengan resiko tetapi tidak demikian.31 
Jadi, kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak 
melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak 
melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat 
yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang 
tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan 
adanya suatu akibat atau keadaan tertentu dan apabila ia telah 
memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.32 
c. Tidak ada alasan pemaaf 
Alasan pemaaf yaitu ketika seseorang melakukan 
perbuatan dan perbuatan tersebut memiliki nilai melawan hukum 
tetapi karena alasan tertentu maka pelaku tersebut dimaafkan. 
Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan 
pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah: 
1) Daya paksa relatif (overmacht) 
Overmacht merupakan daya paksa relative seperti 
keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP. Dalam 
KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa. Dalam memorie van 
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 Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Sinar Grafika: 2010), hal 325. 
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toelichting (MvT) daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap 
daya paksa orang berada dalam dwangpositie (posisi terjepit). 
Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari 
luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari 
padanya. Asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus 
diperhatikan dan dipenuhi. 
2) Pembelaan tepaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) 
KUHP 
Pasal 49 ayat (2) : pembelaan terpaksa yang melampaui 
batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang 
hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. 
3) Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan 
perbuatan pelaku mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) 
KUHP 
Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, 
namun pelaku menganggap  bahwa perintah tersebut berasal dari 
penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku 
melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira 
bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan 
pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.  
Menurut Vos, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) 
KUHP, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang 
untuk lolos dari pemidanaan, harus memenuhi dua syarat : 
24 
1) Syarat subjektif, yakni pembuat harus dengan itikad baik 
memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang; 
dan 
2) Syarat objektif, yakni pelaksanaan perintah harus terletak 
dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.33 
 
C. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan 
Dalam Pasal 284 KUHP oleh R. Soesilo dalam penjelasannya 
menerangkan yang dimaksudkan dengan persetubuhan ialah peraduan 
antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan 
untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk 
kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air 
mani.34  
Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan persetubuhan 
dirumuskan dalam Pasal 286 dan 287 KUHP yang semuanya merupakan 
kejahatan. Selain itu, secara khusus dirumuskan pula dalam Pasal 81 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat  3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 
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34 R Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidna, Politeia, Bogor, hal 209 
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ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh 
juta rupiah). 
      
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
 
Adapun unsur-unsur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni : 
1) Unsur-unsur Objektif  
 Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk 
kepada keadaan lahir dari perbuatan tersebut. Dalam pasal ini, 
unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut: 
a. Setiap Orang 
Yang dimaksud dengan perkataan setiap orang adalah 
menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut 
terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud 
di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini, maka ia 
dapat disebut sebagai pelaku dari tidak pidana tersebut. 
b. Dengan Sengaja 
Dalam Konteks ini si pelaku melaksanakan tindakan 
terlarangnya disertai dengan kesengajaan. Atau si pelaku 
melakukan tindak pidana pencabulan tersebut dengan kesengajaan 
yang bersumber pada kehendak hatinya untuk melakukan apa yang 
diperbuatnya tersebut. 
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c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain 
Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani yang tidak kecil dengan secara tidak sah dengan 
tangan atau dengan segala macam senjata dan sebagainya 
sehingga korban menjadi pingsan atau tidak berdaya. 
2)  Unsur-unsur Subjektif  
Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukan 
adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. 
Dalam konteks ini si pelaku melaksanakan tindakan terlarangnya 
disertai dengan kesengajaan.  
Sedangkan dalam Pasal 81 Ayat (2) terdapat unsur membujuk 
yang merupakan perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain 
agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Dalam hal ini, 
sifat membujuk lebih menekankan pada mengiming-imingi sesuatu 
terhadap anak yang secara psikis masih lugu dan polos sehingga 
lebih mudah dipengaruhi kehendaknya. 
 
D. Perbarengan Tindak Pidana (Concursus atau Samenloop) 
Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah 
terjadinya dua  atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak 
pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara 
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tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi 
oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu 
tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah 
bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau 
lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, 
bahkan telah dijalaninya baik sebagaian atau seluruhnya. Sedangkan 
pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.35 
Ketentuan mengenai perbarengan  ialah suatu ketentuan mengenai 
bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (sistem 
penjatuhan pidana) yang diatur dalam Bab VI Buku I KUHP, dalam hal 
apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana 
semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. 
Mengenai cara menyelesaikan perkara demikian, undang-undang 
menghendaki agar beberapa tindak pidana tersebut dibuat dalam satu 
berkas perkara dan menyidangkannya satu perkara oleh satu Majelis 
Hakim, dan tidak dipecah-pecah menjadi beberapa perkara dengan 
menyidangkannya sendiri-sendiri oleh beberapa majelis hakim. Hal ini 
diatur dalam Pasal 141 KUHAP. 
Sedangkan mengenai penjatuhan pidana pada perbarengan 
berkaitan langsung dengan macam atau bentuk-bentuk perbarengan, 
undang-undang membedakan tiga bentuk perbaregan, yaitu : 
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 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar 
Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, 
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1. Perbarengan Peraturan (Concursus Idealis atau Endaadse 
Samenloop) 
Terwujudnya apa yang disebut dengan perbarengan 
peraturan pada dasarnya apabila satu wujud perbuatan (eenfeit) 
melanggar lebih dari satu aturan pidana. Pengertian dasar ini 
sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Pasal 63 Ayat (1) KUHP, 
yang menyatakan bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam lebih 
dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu 
diantara aturan-aturan itu; dan jika berbeda-beda, yang dikenakan 
yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. 
2. Perbuatan Berlanjut (Voorgezette Handeling) 
Banyak ahli hukum kita menerjemahkan voorgezette 
handeling itu dengan perbuatan berlanjut, Utrecht menyebutkan 
dengan “perbuatan terus-menerus”, Schravendijk dan Wirjono 
Prodjodikoro menyebutnya dengan “perbuatan yang dilanjutkan”, 
dan Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”. 
Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 
KUHP yang pada dasarnya menyebutkan bahwa, perbuatan 
berlanjut ialah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran 
maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan 
yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
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perbuatan yang berlanjut. Adapun syarat adanya voorgezette 
handeling yang harus dipenuhi adalah :36 
a) Harus adanya satu keputusan kehendak (wilsbesluit) si 
pembuat; 
Dimaksudkan dengan satu putusan kehendak ini ialah 
berupa satu  kehendak dasar (wilsbesluit) yang terbentuk 
sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama 
kali, yang kemudian tindak pidana-tindak pidana yang 
dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, 
dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat. Satu 
kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus 
ditujukan pada semua tindak pidana yang akan dilakukan 
kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang 
mendorong dan memotivasi terhadap setiap kali 
mewujudkan tindak pidana. 
b) Tindak pidana-tindak pidana dilakukan itu haruslah sejenis; 
Dalam perbutan belanjut dapat terjadi pada tindak 
pidana-tindak pidana yang berbeda berat ancaman 
maksimum pidana pokoknya, tetapi harus tetap dalam 
kerangka jenis yang sama. Dalam hal ini, penjatuhan 
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pidananya yakni hisapan, dengan menerapkan aturan pidana 
yang terberat ancaman pidana pokoknya37. 
c) Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu 
dengan yang berikutnya tidak boleh terlalu lama. 
Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai 
bertahun-tahun, tetapi jarak antara satu dengan yang 
berikutnya tidak boleh terlalu lama temponya. Hal ini 
dikarenakan jika waktu itu telah lama terdapat kesulitan 
untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang 
dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau 
hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, 
dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian lamanya maka 
tidak akan lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau 
berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan berulang bukan 
berlanjut.38 
 
3. Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis atau Meerdaadse 
Samenloop) 
Perihal apa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan, 
kiranya dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 65 Ayat (1) dan 
Pasal 66 Ayat (1) KUHP, yakni “beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri 
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sehingga merupakan beberapa kejahatan…”. Pengertian perbuatan 
dalam rumusan Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 66 Ayat (1) KUHP 
adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu 
tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, 
atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah 
sesuai dengan kalimat selanjutnya “sehingga merupakan beberapa 
kejahatan”. 
Jadi berdasarkan rumusan Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 66 
Ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing 
tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu 
sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari 
perbarengan perbuatan.39 
Sistem penjatuhan pidana pada perbarengan perbuatan 
dibedakan menurut macamnya perbarengan perbuatan. Mengenai 
perbarengan perbuatan undang-undang membedakan menjadi 
empat macam, yaitu : 
1) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan 
yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang 
sama jenisnya (Pasal 65 KUHP), penjatuhan pidananya 
dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat 
(verscherpte absorbs stelsel), yaitu dijatuhi satu pidana saja 
(Ayat 1) dan maksimum pidana yang diancamkan terhadap 
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tindak pidana itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum 
pidana yang terberat ditambah sepertiganya (Ayat 2). 
2) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan 
yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama 
jenisnya (Pasal 66), penjatuhan pidananya dengan 
menggunakan sistem kumulasi terbatas (het gemetigde 
cumulatie stelsel), artinya masing-masing kejahatan itu 
diterapkan; yakni pada si pembuatnya dijatuhi pidana sendiri-
sendiri sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dibuatnya, 
tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari maksimum 
pidana yang terberat ditambah sepertiganya (Ayat 1). 
Apabila kejahatan yang satu diancam dengan pidana denda 
sedangkan kejahatan yang lain dengan pidana hilang 
kemerdekaan (penjara atau kurungan), maka untuk pidana 
denda dihitung dari lamanya kurungan pengganti denda. 
3) Perbarenga perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan 
pelanggaran, penjatuhan pidananya denga menggunakan 
sistem kumulasi murni (het zuivere cumulatie stelsel). 
4) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari pelanggaran 
dengan pelanggaran, menggunakan sistem kumulasi murni, 
artinya semua kejahatan maupun pelanggaran itu diterapkan 
sendiri-sendiri dengan menjatuhkan pidana pada si pembuat 
sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun 
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pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan atau 
penambahan batas tertentu. 
Kini jelaslah bahwa penjatuhan pidana dalam perbarengan 
perbuatan berlaku tiga macam sistem pemidanaan, yaitu : 
1) Sistem hisapan yang diperberat; 
2) Sistem kumulasi terbatas; 
3) Sistem kumulasi murni. 
 
E. Pengertian  Anak 
Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai anak. Namun, terkait pemberian definisi anak 
terdapat perbedaan-perbedaan antara peraturan yang satu dengan 
peraturan yang lainnya. Perbedaan tersebut timbul dikarenakan tiap 
peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai 
kriteria anak. Dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan 
di Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria 
anak. Berikut ini kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan 
perundang-udangan : 
a. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Right of 
the Child 1989) 
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Dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention 
on the Right of the Child 1989)40 ditentukan sebagai berikut : 
“Setiap manusia yang berusia dibawah usia 18 tahun, kecuali 
berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan 
telah diperoleh sebelumnya. 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 
Pasal 330 (1) KUHPer memuat batas antara belum dewasa 
dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut 
telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan; 
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang 
yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) 
tahun. Dengan demikian apabila anak terkait dalam perkara 
pidana, hakim boleh memerintahkan supaya anak yang 
bersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, 
atau pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman 
atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada 
pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; 
Ketentuan mengenai Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP 
ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diundangkannya 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan 
Anak41; 
d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Dalam Pasal 153 (5) KUHAP memberikan wewenang kepada 
hakim untuk melarang anak yang belum berusia 17 tahun 
untuk menghadiri sidang; 
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Berdasarkan ketentuan Pasal 47 (1) dan Pasal 50 (1) Undang-
Undang ini, maka batasan belum mencapai 18 tahun atau 
belum pernah melangsungkan perkawinan; 
f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak 
Menurut ketentuan Pasal 1 (2) undang-undang ini, anak adalah 
seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum 
pernah kawin; 
g. Undang-Undang Nomow 12 Tahun 1995 tetang Lembaga 
Pemasyarakatan 
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Huruf a, b, dan c bahwa 
anak didik pemasyarakatan baik anak negara dan anak sipil 
untuk dapat dididik di lembaga pemasyarakatan anak adalah 
paling tinggi sampai berumur 18 tahun; 
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h. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak 
Dalam Pasal 1 (1) mendefinisikan bahwa “Anak adalah orang 
yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun 
tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah 
kawin”. 
Undang-undang Pengadilan Anak tersebut membatasi anak 
dari umur 8 tahun hingga 18 tahun, sedangkan syarat kedua, 
anak belum kawin. Maksudnya, anak tersebut tidak sedang 
terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian 
bercerai. Apabila anak tersebut terikat dalam perkawinan atau 
perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak 
tersebut dianggap telah dewasa, walaupun umurnya belum 
mencapai atau sama dengan 18 tahun. 
i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia 
Dalam Pasal 1 sub 5 undang-undang ini dinyatakan bahwa 
anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun 
dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila ada kepentingan yang menghendakinya; 
j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak 
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Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini menyatakan bahwa 
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan; 
k. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 
terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak 
Dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa : “Anak adalah 
orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 
tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah 
kawin”. 
Ketentuan ini diambil alih Mahkamah Konstitusi bahwa batasan 
usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 
tahun hingga 18 tahun. 
Menurut Zakariya Ahmad Al Barry, dewasa maksudnya adalah 
cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada 
putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang 
wajar, yang biasanya ada sebelum anak putra berusia 12 tahun dan putri 
berusia 9 tahun.42 Sedangkan Zakiah Darajat mengatakan bahwa 
mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia 
remaja adalah bahwa masa usia 9 tahun antara 13 tahun sampai 21 tahun 
sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak 
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dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang 
cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk 
badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang 
dewasa.43 
Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-
anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah 
ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 
negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah 
terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.44 
Selain itu, hak-hak anak telah dituangkan dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 4 yang berbunyi bahwa “Setiap anak 
berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak anak dalam Undang-
Undang ini tidak hanya terdapat dalam Pasal 4 tetapi terdapat pula dalam 
Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. 
Dengan demikian, maka apa yang tercermin pada peraturan 
perundang-undangan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah 
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F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim 
dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni :45 
1. Pertimbangan Yuridis 
Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, 
terlebih putusan bebas (vrijspraak), hakim harus benar-benar 
menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-
masing. 
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :46 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat 
menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan 
sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut 
umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap 
amar atau diktum putusan hakim.” 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat  
atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan 
hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam 
praktik pengadilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan 
yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik 
fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi 
komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang 
bukti. 
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“Perimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai 
hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan non-
yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat 
perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama 
terdakwa.” 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari 
lokasi kejadian (locus delicti), waktu kejadian (tempus delicti), dan 
modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. 
Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung 
dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya 
telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana 
yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah 
itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hokum. Pertimbangan yuridis 
dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek 
teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang 
ditangani kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. 
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Menurut Lilik Mulyadi setelah diuraikan mengenai unsur-
unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan 
dan pertimbangan hakim, antara lain :47 
1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan 
substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum 
dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. 
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan 
pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau 
penasihat hukum. 
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi 
dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari 
penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat 
hukum. 
Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja 
yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama 
persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah 
terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program 
pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain 
sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa 
belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama 
persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih 




                                                             
47 Ibid, hal 196 
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2. Pertimbangan Sosiologis 
Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini 
tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
rumusannya : 
“segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 
Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat 
ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan 
yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan 
hukum di Negara uni dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan 
masalah ini adalah : 
Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini 
dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan 
penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat 
sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat 
untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan 
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hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan 
demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan 
hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh 
besar bagi pelaku, masyarakat dan hukum itu sendiri. Oleh karena 
itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan 
semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima 
oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan sistem 
pembuktian yang dipakai Indonesia, yakni hakim harus berusaha 
untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan 





A. Lokasi Penelitian  
 Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka 
penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di 
Kabupaten/Kota Maros.  
 Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan 
Negeri Maros. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa 
Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat diputus perkara Nomor 
102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs. yang merupakan objek sasaran kasus yang 
diangkat oleh penulis. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data  
 Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, 
maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :  
1. Penelitian kepustakaan  
 Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya 
ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat 
kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait 
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dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka 
teori dari hasil pemikiran para ahli. 
 
2. Penelitian Lapangan  
 Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis 
menggunakan dua cara, yaitu:  
a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan 
baik data primer maupun data sekunder.  
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini 
adalah Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek 
penelitian penulis. 
 
C. Jenis dan Sumber Data  
 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan 
dengan penelitian melalui wawancara.  
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari 
penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya 
ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, 
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surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga 
bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  
 
D. Analisis Data 
 Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan 
dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan 
secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana oleh Majelis Hakim dalam Tindak 
Pidana Persetubuhan Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut 
(Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs) 
Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana 
dalam kasus putusan nomor 102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs  maka perlu 
diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan dan tuntutan jaksa 
penuntut umum serta penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan 
acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini. 
1. Posisi Kasus 
Kasus ini bermula saat Terdakwa mulai berpacaran dengan 
saksi korban Eno pada bulan September 2011, hingga pada akhir 
bulan Oktober Terdakwa bersama korban beserta saksi Intan pulang 
berjalan-jalan dan mengunjungi rumah Terdakwa. Saat itu sedang 
hujan dan rumah Terdakwa dalam keadaan kosong karena ayah 
Terdakwa sedang sakit. Korban bersama dengan saksi Intan yang 
pada saat itu sedang beristirahat di ruang tengah Terdakwa, diajak 
masuk kedalam kamar Terdakwa dan meninggalkan saksi Intan yang 
sedang menonton televisi. 
Pada saat saksi korban dan Terdakwa telah berada didalam 
kamar, Terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan 
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persetubuhan dengannya dan mengatakan “kau tunjukkan bukti 
cintamu kepada saya”, dan pada awalnya saksi korban merasa takut 
namun karena Terdakwa membujuk dan merayu serta berjanji akan 
bertanggung jawab, saksi korban hanya terdiam saat Terdakwa 
membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi 
korban Eno setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana jeansnya 
sendiri kemudian Terdakwa Adi membaringkan saksi korban di atas 
ranjang dan membuka celana jeansnya sendiri, dan Terdakwa Adi 
membarigkan saksi korban di atas ranjang dan membuka celana 
dalamnya kemudian Terdakwa Adi berusaha memasukkan penisnya 
yang sudah tegang ke vagina saksi korban Eno, saat itu saksi korban 
merasakan sakit pada bagian vaginanya namun Terdakwa Adi tetap 
menindih saksi korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina 
saksi korban yang mengakibatkan vagina saksi korban Eno terasa 
perih dan mengeluarkan darah saat Terdakwa Adi melakukan gerakan 
meju mundur sehingga penis Terdakwa Adi keluar masuk ke dalam 
vagina saksi korban dan kedua tangan Terdakwa Adi meremas 
payudara saksi korban ENO lalu mencium saksi korban Eno, sekitar 
dua puluh menit kemudian Terdakwa Adi mencabut penisnya dari 
vagina saksi kemudian mengeluarkan air maninya diperut saksi 
korban dan setelah itu saksi korban bersama Terdakwa Adi 
membersihkan diri di kamar mandi lalu memakai baju dan celana 
kemudian saksi korban berdua ke ruangan tengah bergabung dengan 
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Intan sambil menonton televisi. Perbuatan ini dilakukan tidak hanya 
dirumah Terdakwa, melainkan juga di Malino, rumah teman korban di 
Kompleks Perhubungan, Wisma Afiat, Wisma Agung dan di rumah 
teman Terdakwa. 
Tidak berhenti sampai disitu saja, perbuatan Terdakwa 
berlanjut hingga Terdakwa menikah dengan Perempuan Suci Indah 
Sari karena hubungan Terdakwa dan korban tidak direstui oleh orang 
tua korban. Setelah menikah dengan perempuan Suci Indah Sari tidak 
menghentikan Terdakwa untuk tetap berhubungan dengan korban dan 
perbuatan persetubuhan tersebut berlanjut hingga awal bulan Februari 
2013 yang dilakuakan berkali-kali (hingga lebih dari dua puluh kali) 
yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Eno hamil 
berdasarkan Visum Et Repertum No : 36/RSU/VI/2013 tanggal 23 
April 2013 yang ditandatangani oleh dr Syahruni SY Amin, SPOG dari 
Rumah Sakit Umum Salewangang Maros.  
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 
PDM-45/MRS/Euh.2/06/2013 atas nama Terdakwa Supriadi alias Adi 
Bin Baharuddin yang telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk 
alternatif sebagai berikut : 
KESATU 
Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI BIN BAHARUDDIN pada 
bulan Oktober 2011 sampai dengan Februari 2013 atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 
2013 bertempat dirumah Terdakwa di Lingkungan Tamarampu 
Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, di Wisma 
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Afiat, Wisma Agung dan di rumah teman saksi korban REGITA ENO 
DWI CAHYANI BIN WALIYONO ALIAS ENO (Umur 16 Tahun) di 
Komplek Perhubungan Udara, dan tempat-tempat lain yang tidak 
dapat diingat Terdakwa maupun saksi korban REGITA ENO DWI 
CAHYANI BIN WALIYONO ALIAS ENO atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Maros, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, 
meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, 
ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan 
cara-cara sebagai berikut : 
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2011 atau bulan November 2011, 
saat saksi korban REGITA ENO DWI CAHYANI BIN WALIYONO 
ALIAS ENO pulang jalan-jalan berboncengan dengan temannya 
saksi INTAN, Terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI BIN BAHARUDDIN 
mengajak saksi korban ENO ke rumahnya dengan alas an 
bapaknya sakit. Setibanya di rumah Terdakwa di Lingkungan 
Tamarampu Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten 
Maros keadaan hujan turun deras dan rumah dalam keadaan 
kosong. Setelah berada di rumah Terdakwa, saksi korban ENO 
bersama saksi INTAN beristirahat sambil nonton diruangan tengah 
hingga saksi korban ENO tertidur. Setelah itu Terdakwa 
membangunkan saksi korban ENO lalu mengajak saksi korban 
ENO ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa mulai mencium leher saksi 
korban ENO dan Terdakwa merayu saksi korban ENO mengajak 
berhubungan badan dan berkata “kau tunjukkan bukti cintamu 
kepada saya” dan pada awalnya saksi korban merasa takut namun 
karena Terdakwa membujuk dan merayu serta berjanji akan 
bertanggung jawab, saksi korban hanya terdiam saat Terdakwa 
membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan oleh 
saksi korban ENO setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana 
jeansnya sendiri kemudian Terdakwa ADI membaringkan saksi 
korban di atas ranjang dan membuka celana jeansnya sendiri 
kemudian Terdakwa ADI membarigkan saksi korban di atas ranjang 
dan membuka celana dalamnya kemudian Terdakwa ADI berusaha 
memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina saksi korban 
ENO, saat itu saksi korban merasakan sakit pada bagian vaginanya 
namun Terdakwa ADI tetap menindih saksi korban dan 
memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban yang 
mengakibatkan vagina saksi korban ENO terasa perih dan 
mengeluarkan darah saat Terdakwa ADI melakukan gerakan meju 
mundur sehingga penis Terdakwa ADI keluar masuk ke dalam 
vagina saksi korban dan kedua tangan Terdakwa ADI meremas 
payudara saksi korban ENO lalu mencium saksi korban ENO, 
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sekitar dua puluh menit kemudian Terdakwa ADI mencabut 
penisnya dari vagina saksi kemudian mengeluarkan air maninya 
diperut saksi korban dan setelah itu saksi korban bersama 
Terdakwa ADI membersihkan diri di kamar mandi lalu memakai 
baju dan celana kemudian saksi korban berdua ke ruangan tengah 
bergabung dengan INTAN sambil menonton televise; 
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan berkali-kali antara bulan 
Oktober 2011 sampai dengan bulan Februari 2013 yang hari, 
tanggal dan jamnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa maupun 
saksi korban ENO yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa ADI di 
lingkungan Tamarampu Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai 
Kabupaten Maros, di Wisma Afiat, Wisma Agung dan di rumah 
teman saksi korban ENO di Komplek Perhubungan Udara dan 
setiap sebelum dilakukan persetubuhan Terdakwa membujuk saksi 
korban ENO untuk melakukan persetubuhan kemudian pada 
persetubuhan berikutnya Terdakwa ADI mengeluarkan air maninya 
dalam vagina saksi korban ENO; 
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ENO 
hamil berdasarkan Visum Et Repertum No : 36/RSU/VI/2013 
tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh dr Syahruni SY 
Amin, SPOG dari Rumah Sakit Umum Salewangang Maros dengan 
hasil pemeriksaan : 
 Anamnase 
Mengalami perbuatan cabul secara berlanjut sejak bulan 
November 2011 sampai dengan November 2012, bertempat 
di dalam rumah ADI di lingkungan Tamarampu Kelurahan 
Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros serta 
ditempat-tempat lainnya. 
 Pemeriksaan USG 
Gravid, tunggal, hidup, intraurine, presentase kepala, 
punggung kiri, plasenta di corpus anterior, AFI cukup, untuk 
kehamilan 31 minggu 5 hari. 
 Lab : tidak dilakukan 
 Pemeriksaan melalui Dubur : tidak dilakukan 
Kesimpulan : Dari hasil USG korban dalam keadaan hamil 31 
minggu 5 hari. 
Bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI BIN 
BAHARUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam 
Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
jo Pasal 64 KUHP; 
 
Adapun penjelasan unsur yang dijelaskan dalam dakwaan 
pertama adalah sebagai berikut : 
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1. Barang siapa; 
Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subjek 
hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan yang 
cakap melakukan perbuatan hukum. 
Dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana 
yang didakwakan yaitu Supriadi alias Adi bin Baharuddin yang 
membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut 
umum dari selama pemeriksaan sidang tidak ditemukan alasan yang 
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. 
Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum. 
2. Dengan sengaja; 
Bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai 
pengertian “dengan sengaja” tetapi untuk mencari petunjuk dapat 
dilihat dari mut yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui 
dan menghendaki atas perbuatan apa yang dilakukannya. 
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan 
Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan 
dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, 
yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu perbuatan Terdakwa Supriadi 
alias Adi bin Baharuddin melakukan persetubuhan dengan saksi 
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korban Regita Eno Dwicahyani bin Wuliyono alias Eno (16 tahun) 
dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa dan dilakukan atas inisiatif 
sendiri. 
Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak; 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa 
yang bersesuaian antara satu dengan lainnya serta alat bukti surat, 
yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak” yaitu Terdakwa Supriadi alias Adi 
bin Baharuddin sebelum menyetubuhi saksi korban Regita Eno 
Dwicahyani bin Wuliyono alias Eno (16 tahun) mengatakan “kau 
tunjukkan bukti cintamu kepada saya” sebelum menyetubuhi Eno tidak 
lagi berhubungan dengan laki-laki lain selain Terdakwa dan juga 
Terdakwa Supriadi alias Adi bin Buharuddin pernah berjanji kepada 
Eno dengan mengatakan bahwa “apapun yang terjadi, saya akan 
bertanggung jawab”. 
Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
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4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa 
yang bersesuaian antara satu dengan lainnya serta alat bukti surat, 
yang dimaksud dengan “persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain” yaitu Terdakwa Supriadi alias Adi bin Baharuddin membenarkan 
jika telah menyetubuhi Per. Eno (16 tahun) berkali-kali (lebih dari 20 
kali) selama Terdakwa pacaran dengannya sejak hampir dua tahun 
yang lalu hingga sekarang. Bahwa Terdakwa menjelaskan 
persetubuhan tersebut terjadi di rumah Terdakwa, di Malino, rumah 
temannya Eno di Kompleks Perhubungan, di Wisma Afiat, di Wisma 
Agung, dan di Ammarang dirumah teman Terdakwa, sejak akhir bulan 
Oktober 2011 sampai awal Februari 2013 (adapun tanggal, hari serta 
jamnya Terdakwa sudah lupa). Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu 
Terdakwa baru pulang dari jalan-jalan bersama Eno dan temannya 
Intan. Dimana Eno dan Intan berboncengan, sedangkan Terdakwa 
mengendarai sepeda motor Terdakwa sendiri. Setibanya dirumah 
Terdakwa ternyata hujan deras dan rumah dalam keadaan kosong, 
karena bapak Terdakwa sedang sakit. Terdakwa kemudian mengajak 
Eno kedalam kamar Terdakwa sedangkan Intan menonton televisi 
diruangan tengah. Terdakwa kemudian merayunya dan mengajaknya 
untuk berhubungan badan dan mengatakan “kau tunjukkan bukti 
cintamu kepada saya” dimana pada saat itu, saksi korban hanya 
terdiam, setelah itu Terdakwa langsung mencium leher Eno sehingga 
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Eno terangsang lalu Terdakwa kemudian membuka celana jeans dan 
celana dalam Eno sedangkan baju dan celana Terdakwa, Terdakwa 
buka sendiri. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Eno diranjang 
Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa 
selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah 
tegang kedalam vagina Eno namun karena Eno masih perawan, maka 
Terdakwa memasukkan paksa penis Terdakwa sehingga vagina Eno 
mengeluarkan darah. Setelah penis Terdakwa berhasil masuk 
kedalam vagina Eno, Terdakwa kemudian melakukan gerakan maju 
mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk kedalam vagina Eno 
sambil Terdakwa dan Eno berciuman dan kedua tangan Terdakwa 
meremas buah dada Eno. Eno juga karena merasa enak kemudian 
tetap merangkul Terdakwa.sekitar lima belas menit kemudian 
Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa diluar vagina korban. 
Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. 
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa 
yang bersesuaian antara satu dengan lainnya serta alat bukti surat, 
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yang dimaksud dangan “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun 
masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai 
satu perbuatan berlanjut” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara 
terus-menerus dalam waktu-waktu tertentu secara berkelanjutan 
bahwa Terdakwa menjelaskan persetubuhan tersebut terjadi didalam 
rumah terdalwa, Malino, rumah temannya Eno di kompleks 
Perhubungan, Wisma Afiat, Wisma Agung, dan di Ammarang dirumah 
teman Terdakwa, sejak akhir bulan Oktober 2011 hingga awal bulan 
Februari 2013 (adapun tanggal, hari serta jamnya Terdakwa dan 
korban sudah lupa). Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi 
korban Eno (16 tahun) sebelum Terdakwa menikah dengan Suci 
Indah Sari. 
Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Berdasrkan uraian-uraian seperti tersebut maka kami 
berpendapat bahwa Terdakwa Supriadi alas Adi bin Baharuddin telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan 
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
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orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut”. 
KEDUA 
Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI ALIA ADI BIN BAHARUDDIN pada 
waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu di atas, dengan 
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk 
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan 
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannnya sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang 
dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : 
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2011 atau bulan November 2011, 
saat saksi korban REGITA ENO DWI CAHYANI BIN WULIYONO 
ALIAS ENO pulang jalan-jalan berboncengan dengan temannya 
saksi INTAN, Terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI BIN BAHARUDDIN 
mengajak saksi korban ENO ke rumahnya dengan alasan 
bapaknya sakit. Setibanya di rumah Terdakwa di lingkungan 
Tamarampu Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten 
Maros keadaan hujan turun deras dan rumah dalam keadaan 
kosong. Setelah berada di rumah Terdakwa, saksi korban ENO 
bersama INTAN beristirahat sambil nonton diruangan tengah 
hingga saksi korban ENO tertidur. Setelah itu Terdakwa 
membangunkan saksi korban ENO lalu mengajak saksi korban 
ENO ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa mulai mencium leher saksi 
korban ENO dan Terdakwa merayu saksi korban ENO mengajak 
berhubungan badan dan berkata “kau tunjukkan bukti cintamu 
kepada saya” dan pada awalnya saksi korban merasa takut namun 
karena Terdakwa membujuk dan merayu serta berjanji akan 
bertanggung jawab, saksi korban hanya terdiam saat Terdakwa 
membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan oleh 
saksi korban ENO setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana 
jeansnya sendiri kemudian Terdakwa ADI membaringkan saksi 
korban di atas ranjang dan membuka celana jeansnya sendiri 
kemudian Terdakwa ADI membarigkan saksi korban di atas ranjang 
dan membuka celana dalamnya kemudian Terdakwa ADI berusaha 
memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina saksi korban 
ENO, saat itu saksi korban merasakan sakit pada bagian vaginanya 
namun Terdakwa ADI tetap menindih saksi korban dan 
memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban yang 
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mengakibatkan vagina saksi korban ENO terasa perih dan 
mengeluarkan darah saat Terdakwa ADI melakukan gerakan meju 
mundur sehingga penis Terdakwa ADI keluar masuk ke dalam 
vagina saksi korban dan kedua tangan Terdakwa ADI meremas 
payudara saksi korban ENO lalu mencium saksi korban ENO, 
sekitar dua puluh menit kemudian Terdakwa ADI mencabut 
penisnya dari vagina saksi kemudian mengeluarkan air maninya 
diperut saksi korban dan setelah itu saksi korban bersama 
Terdakwa ADI membersihkan diri di kamar mandi lalu memakai 
baju dan celana kemudian saksi korban berdua ke ruangan tengah 
bergabung dengan INTAN sambil menonton televise; 
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan berkali-kali antara bulan 
Oktober 2011 sampai dengan bulan Februari 2013 yang hari, 
tanggal dan jamnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa maupun 
saksi korban ENO yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa ADI di 
lingkungan Tamarampu Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai 
Kabupaten Maros, di Wisma Afiat, Wisma Agung dan di rumah 
teman saksi korban ENO di Komplek Perhubungan Udara dan 
setiap sebelum dilakukan persetubuhan Terdakwa membujuk saksi 
korban ENO untuk melakukan persetubuhan kemudian pada 
persetubuhan berikutnya Terdakwa ADI mengeluarkan air maninya 
dalam vagina saksi korban ENO; 
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ENO 
hamil berdasarkan Visum Et Repertum No : 36/RSU/VI/2013 
tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh dr Syahruni SY 
Amin, SPOG dari Rumah Sakit Umum Salewangang Maros dengan 
hasil pemeriksaan : 
 Anamnase 
Mengalami perbuatan cabul secara berlanjut sejak bulan 
November 2011 sampai dengan November 2012, bertempat 
di dalam rumah ADI di lingkungan Tamarampu Kelurahan 
Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros serta 
ditempat-tempat lainnya. 
 Pemeriksaan USG 
Gravid, tunggal, hidup, intraurine, presentase kepala, 
punggung kiri, plasenta di corpus anterior, AFI cukup, untuk 
kehamilan 31 minggu 5 hari. 
 Lab : tidak dilakukan 
 Pemeriksaan melalui Dubur : tidak dilakukan 
- Kesimpulan : Dari hasil USG korban dalam keadaan hamil 31 
minggu 5 hari. 
Bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI BIN 
BAHARUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam 
Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 
64 KUHP; 
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1. Setiap orang 
Unsur ini telah terpenuhi dengan adanya Terdakwa lelaki 
Supriadi alias Adi bin Baharuddin yang melakukan perbuatan 
cabul atau persetubuhan atas diri korban perempuan Regita Eno 
Dwicahyani bin Wuliyono alias Eno. 
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul 
Unsur ini telah terpenuhi dengan adanya Terdakwa yang telah 
membujuk korban Eno untuk melakukan perbuatan cabul atau 
persetubuhan dengannya. 
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut 
Unsur ini telah terpenuhi karena Terdakwa telah melakukan 
perbuatan cabul atau persetubuhan dengan korban sejak akhir 
Oktober 2011 hingga awal Februari 2013 sebanyak lebih dari 
dua puluh kali. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang 
dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013 yang 
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pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan Terdakwa Supriadi alias Adi Bin Baharuddin telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa 
perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau 
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriadi alias Adi Bin 
Baharuddin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 
dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang 
dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp100.000.000,- (Seratus 
Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 
3. Menyatakan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah) 
 
4. Amar Putusan 
Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP, UU No 8 tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim 
menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa Supriadi alias Adi Bin Baharuddin telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah 
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat 
, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriadi alias Adi Bin 
Baharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 
tahun, dan denda Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) 
subsidair 5 (lima) bulan kurungan; 
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3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah); 
6. Analisa Penulis 
Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan jaksa 
penuntut umum yang menggunakan dakwaan berupa dakwaan 
alternatif, didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP 
mengenai persetubuhan yang dilakukan dengan sengaja melakukan 
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagai 
dakwaan kesatu dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan 
cabul yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkannya 
dilakukan perbuatan cabul sebagai dakwaan kedua.  
Menurut penulis, antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua 
yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 81 ayat (2) 
UU Perlindungan Anak tentang persetubuhan dan Pasal 82 UU 
Perlindungan Anak tentang pencabulan tidaklah relevan karena 
menurut dari kasus yang penulis teliti, Terdakwa secara nyata 
melakukan persetubuhan bukannya pencabulan hingga 
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mengakibatkan saksi korban hamil. Perbedaan antara Persetubuhan 
dan Pencabulan itu sendiri yakni Persetubuhan menurut R. Soesilo 
adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan 
yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota 
kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan 
sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan pengertian Pencabulan, 
pancabulan menurut R. Soesilo yaitu segala perbuatan yang 
melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, 
semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-
ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan 
sebagainya. Jadi, menurut penulis alangkah lebih baik jika 
dakwaannya memakai dakwaan kesatu yakni mengenai persetubuhan 
saja karena ancaman hukuman persetubuhan lebih berat 
dibandingkan dengan pencabulan. 
Terkait dengan penggunaan UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak merupakan hal yang tepat. Hal ini 
berkaitan dengan asas lex specialis derogate legi generalis yang 
dimana asas ini menyatakan bahwa jika ada undang-undang yang 
lebih khusus maka undang-undang tersebut yang didahulukan 
daripada undang-undang yang bersifat lebih umum. 
Kemudian mengenai dakwaan alternatif yang Penuntut Umum 
dakwakan terhadap Terdakwa, menurut penulis alangkah baiknya jika 
Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal karena apabila 
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memang Penuntut Umum telah yakin bahwa Terdakwa telah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidak-tidaknya 
Terdakwa tidak lepas dari jerat tindak pidana yang didakwakan yang 
pada kenyatannya dalam kasus ini saksi korban mengalami kehamilan 
sebagai bukti konkrit bahwa Terdakwa memang telah melakukan 
persetubuhan dengannya. Meskipun pada dasarnya penggunaan 
dakwaan alternatif memiliki keuntungan tersendiri dimana 
pembuktiannya yang lebih sederhana karena dapat langsung 
dibuktikan terhadap dakwaan yang dipandang terbukti baik oleh 
Penuntut Umum maupun oleh hakim. Namun, penggunaan dakwaan 
ini juga dapat menimbulkan kesan seolah-olah Penuntut Umum 
mengalami keragua-raguan terhadap tindak pidana yang 
didakwakannya yang menyiratkan adanya ketidakmampuan Penuntut 
Umum untuk menguasai materi perkara yang dijadikan dasar dakwaan 
sehingga akan berhubungan erat dengan sikap Terdakwa untuk 
melakukan pembelaan. 
Selain itu, Penuntut Umum juga menggunakan Jo Pasal 64 
KUHP yakni tentang gabungan perbuatan yang dilakukan secara 
berlanjut, beberapa perbuatan perhubungan sehingga dipandang 
sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Maksud dari kata Jo (juncto) 
sendiri merupakan berhubungan dengan. Artinya Pasal 81 ayat (2) UU 
Perlindungan Anak berhubungan dengan Pasal 64 KUHP mengenai 
perbuatan berlanjut. Sebab, kasus yang penulis teliti merupakan 
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tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut 
yang dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban 
hingga lebih dari dua puluh kali sehingga dapat dipandang sebagai 
suatu perbuatan berlanjut. Dalam hal ini, penulis sepakat dengan 
Penuntut Umum yang menghubungkan Pasal 81 ayat (2) UU 
Perlindungan Anak dengan Pasal 64 KUHP karena hal ini dapat 
menjadi pertimbangan dalam dakwaan dan tuntutan untuk 
menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi Terdakwa dan juga 
pertimbangan bagi hakim untuk menjerat pelaku atas perbuatannya 
yang dilakukan secara berlanjut. 
Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka 
Penuntut Umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang olehnya 
dianggap terbukti yakni dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
 Unsur “Setiap Orang” 
 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” 
 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuatan berlanjut” 
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Menurut penulis, dakwaan yang dibuat oleh Penutut Umum 
telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dimana uraian 
tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah tersusun 
secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan. 
Jika dilihat dari sisi pertanggungjawaban pidananya, yang 
pada pokoknya terdiri dari tiga syarat yakni kemampuan 
bertanggung jawab, adanya perbuatan melawan hukum, serta 
tidak ada alasan pembenar atau alasan yang dapat 
menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat, 
maka Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan 
Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga berdasarkan 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah 
dijatuhi pidana. 
Berdasarkan analisa penulis, maka penulis berpendapat 
bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara Nomor 
102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari 
penerapan hukum pidana yang pada perkara ini yaitu Pasal 81 
ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang 
Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 
102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs) 
Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (8), Hakim merupakan pejabat 
peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk 
mengadili sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh 
undang-undang. 
Eksistensi putusan hakim atau seringkali disebut sebagai “putusan 
pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. 
Sebab apabila ditinjau dari kacamata hukum yang mengadili pidana, 
putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan 
nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau 
fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari 
hakim yang bersangkutan. 
Putusan yang dijatuhkan haruslah memiliki dasar dan 
pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang 
seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-pertimbangan 
yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang 
paling penting, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan 
berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis 
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merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah 
perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak 
pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, 
diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai 
keadilan dan kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari 
keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada 
umumnya sarta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Berikut ini Penulis paparkan mengenai kejadian pada perkara 
Pengadilan Negeri Maros Nomor 102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs. 
1. Pertimbangan Hakim 
Pada prinsipnya, pertimbangan hakim selalu mengacu pada 
fakta dan keadaan beserta alat pembuktiannya yang diperoleh dari 
pemeriksaan di siding pengadilan. Dimana dalam penjelasan Pasal 
197 ayat (1) huruf d KUHAP yang dimaksud dengan “fakta dan 
kedaan” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan disidang 
oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi ahli, 
Terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban. Sedangkan yang 
dimaksud dengan alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) yakni 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 
Terdakwa. Terhadap kasus yang penulis teliti, Majelis Hakim yang 
menangani perkara ini mempunyai pertimbangan sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah 
melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut 
haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan 
kepadanya; 
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Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut 
Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka terdapat 
kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan hukum terhadap 
dakwaan mana yang tepat terhadap diri Terdakwa, sehingga akan 
dipertimbangkan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah 
sebagai berikut : 
 Setiap orang; 
 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain; 
 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu 
perbuatan berlanjut. 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis 
Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: 
 Unsur “Setiap Orang” 
Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap 
orang yang mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan 
pidana yang didakwakan kepadanya. 
Dihadapan persidangan telah dihadapkan seorang 
Terdakwa yang bernama Supriadi alias Adi bin Baharuddin yang 
menurut pemeriksaan majelis hakim identitasnya telah sesuai 
dan cocok dan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab 
setiap pertanyaan secara rinci dan kronologis. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim 
berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, baik 
secara fisik maupun psikis sehingga mampu bertanggung jawab 
atas setiap tindakan pidana yang didakwakan kepadanya, dan 
oleh karenanya unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri 
Terdakwa. 
  Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” 
Dengan sengaja mempunyai arti bahwa dalam 
melakukan perbuatannya adanya niat atau maksud yang timbul 
dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu 
perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta 
akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh 
keyakinan. 
Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adnya 
pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan 
berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran dan 
pengetahuan yang dimiliki pelaku kemudian tidak berusaha 
69 
mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi 
sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya. 
Perkataan “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu 
dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan 
akibat tersebut, atau sebagau keinsyafan kepastian akan 
datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan 
akan datangnya akibat itu. 
Secara umum, kesengajaan diartikan sebagai maksud 
atau termasuk dalam niatnya. Perkataan “dengan sengaja” 
dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada 
dibelakangnya juga diliputi opzet. Menurut Memorie Von 
Toelicting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah “willen 
en wetten”, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan 
dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta 
harus menginsyafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu. 
Terhadap pengertian membujuk tidak mensyaratkan 
dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang 
melakukan suatu perbuatan, sedangkan pengertian 
persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-
laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, 
jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan 
sehingga mengeluarkan air mani. (sesuai dengan Aresst Hooge 
Raad 5 Februari 1912 (W.9292)). 
Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan 
dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat 
bukti surat yang berupa visum et repertum yang menerangkan 
bahwa benar Terdakwa pada bulan akhir Oktober 2011 sampai 
dengan bulan awal Februari 2013 telah melakukan 
persetubuhan dengan perempuan korban Eno yang ketika itu 
berusia 16 tahun sudah berkali-kali (lebih dari dua puluh kali), 
dimana persetubuhan tersebut pernah dilakukan didalam rumah 
Terdakwa, di Malino, di rumah temannya Eno di Kompleks 
Perhubungan, Wisma Afiat, Wisma Agung serta di Amarang 
rumah teman Terdakwa. 
Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan 
dengan keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa 
antara Terdakwa dan korban mempunyai hubungan khusus 
yaitu berpacaran sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang. 
Berdasarkan keterangan korban, Terdakwa kemudian mencium 
leher korban dan mengajaknya untuk berhubungan badan 
dengan mengatakan “kau tunjukkan bukti cintamu kepada saya” 
yang mana ketika itu saksi korban hanya diam, lalu Terdakwa 
langsung mencium leher korban sehingga menyebabkan korban 
terangsang, kemudian Terdakwa membuka celana jeans dan 
celana dalam korban , sedangkan pakaian Terdakwa dibuka 
sendiri oleh Terdakwa. Setelah membuka celana dalam 
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Terdakwa dan korban, Terdakwa langsung memasukkan 
kemaluannya yang sudah tegang dalam kemaluan korban, 
namun ketika itu karena begitu sulit kemaluan Terdakwa masuk 
kedalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa memaksakan 
kemaluannya masuk hingga pada akhirnya kemaluan korban 
mengeluarkan darah. 
Kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur 
sehingga kemaluan Terdakwa masuk hingga kedalam kemaluan 
korban, sambil Terdakwa dan korban berciuman lalu Terdakwa 
meremas payudara korban, yang ketika itu Terdakwa dan 
korban merasa enak hingga mencamai klimaksnya Terdakwa 
kemudian merangkul korban, setelah itu beberapa menit 
kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berupa air mani diluar 
kemaluan korban. 
Berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang 
menerangkan bahwa ia Terdakwa melakukan hal tersebut 
dengan korban sudah berulang-ulang kali, dan pernah beberapa 
kali cairan berupa air mani Terdakwa masuk kedalam kemaluan 
korban. Sehingga menyebabkan korban yang ketika itu masih 
bersekolah mengalami kehamilan hingga melahirkan seorang 
anak, hal ini sesuai dengan visum et repertum  nomor : 
36/RSU/VI/2013 tertanggal 23 April 2013 dengan kesimpulan 
bahwa ia korban berdasarkan hasil USG dalam keadaan hamil 
31 minggu dan 5 hari, sehingga majelis hakim berpendapat 
unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuatan berlanjut” 
Berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan, unsur 
kedua diatas, dan berdasarkan keteranga Terdakwa 
dipersidangan yang menerangkan  bahwa Terdakwa 
melakukan perbuatan persetubuhan kepada korban yang masih 
dibawah umur dengan cara melakukan hubungan layaknya 
suami istri sudah dilakukan berulang-ulang kali (lebih dari dua 
puluh kali) dan akibat dari perbuatan tersebut korban pada 
akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak, sehingga majelis 
hakim berpendapat bahwa ia Terdakwa telah ternyata 
perbuatan yang sama, sehingga dipandang sebagai sebuah 
perbuatan yang berlanjut, maka dengan demikian unsur ini 
telah terpenuhi pula terhadap diri Terdakwa. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-
unsur dari dakwaan kesatu, sehingga majelis berkesimpulan bahwa 
Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan 
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tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 
ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 
Pasal 64 KUHP; 
Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama 
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-
hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban 
pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh 
karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang 
dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu 
bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas 
tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) 
KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana; 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada 
Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga 
harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut 
secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial sehingga dapat dicapai 
minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), 
dan keadilan social (social justice); 
Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata 
suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/ pemidanaan hukum 
pidana Indonesia bukanlah semata-mata pembalasan, tetapi 
pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan 
tujuan pemidanaan antara lain : 
1) Pembetulan (Corektik); 
Yaitu memperbaiki keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang 
telah dilakukan Terdakwa didasarkan bahwa perbuatannya 
salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu 
saat tidak lagi melanggar hukum. 
2) Pendidikan (Educatif); 
Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa 
sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah 
tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum 
pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan 
takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga 
dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana. 
3) Pencegahan (Prepentif); 
4) Pemberantasan (Represif); 
Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil 
maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang 
lama maupun yang baru. 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-
prinsip pemidanaan khususnya Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, maka 
pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan 
serta manfaat bagi terhukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim 
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sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang 
perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan 
apa yang telah dilakukannya; 
Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi 
landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri 
Terdakwa; 
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi 
Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan Terdakwa : 
Hal-hal yang memberatkan : 
1) Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban 
kehilangan keperawanannya; 
2) Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam 
masyarakat; 
Hal-hal yang meringankan : 
1) Terdakwa belum pernah dihukum; 
2) Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatan tersebut lagi; 
3) Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga istri dan 
anak yang masih bayi. 
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai 
dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa 
penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan 
pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan 
penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, 
maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu 
ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada 
Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan 
dalam amar putusan; 
Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. 
 
2. Amar Putusan 
Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP, UU No 8 tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-
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peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim 
menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa Supriadi alias Adi Bin Baharuddin telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah 
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriadi alias Adi Bin 
Baharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 
(tujuh) tahun, dan denda Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta 
Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan; 
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah); 
 
3. Analisa Penulis 
Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan 
secara berlanjut ini tentunya memiliki banyak pertimbangan. 
Sehingga, yang pada awalnya Penuntut Umum menuntut dengan 
pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar 
Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan 
kurungan hingga diputuskan oleh Majelis Hakim hanya 7 (Tujuh) tahun 
penjara dan denda sebesar Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta 
Rupiah) subsidair 5 (Lima) bulan kurungan. 
Menurut hakim yang menangani perkara ini Farid Hidayat 
Sopamena, S.H., M.H. saat diwawancarai penulis pada tanggal 24 
Januari 2014 , putusan ini menurut beliau sudah tepat, sebab banyak 
hal yang meringankan Terdakwa antara lain Terdakwa beserta 
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keluarganya telah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, 
Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan sehingga 
tidak menghambat jalannya proses pemiriksaan di pengadilan, 
Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa 
sepenuhnya telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Terdakwa 
melakukan perbuatan tersebut terhadap korban atas dasar suka sama 
suka tanpa adanya unsur paksaan sama sekali. Hal lain yang 
meringankan bagi Terdakwa bahwa pada kenyataannya Terdakwa 
memiliki istri dan seorang anak yang masih bayi yang pada 
hakekatnya masih memerlukan dukungan materil maupun non materil 
dari Terdakwa. 
Namun, disamping hal yang meringankan tersebut, menurut 
hakim yang menangani perkara ini terdapat hal yang memberatkan 
Terdakwa yaitu perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut bahkan 
hingga lebih dari dua puluh kali yang mengakibatkan korban hamil 
hingga melahirkan seorang anak di usianya yang masih sangat dini. 
Hakim yang menangani perkara ini menyatakan sangat sulit 
untuk memberikan putusan yang memberikan rasa keadilan bagi 
kedua belah pihak sehingga dalam memberikan putusan hakim lebih 
banyak memperhatikan manfaat dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan 
putusan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari 
luar diri para hakim itu sendiri. Contohnya dalam sebuah kasus asusila 
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yang terkadang keluarga korban membawa massa yang cukup 
banyak dalam hal mengawal jalannya proses persidangan. Hal ini 
sangat berpengaruh besar terhadap putusan yang akan dijatuhkan 
karena hakim merasa berada dalam posisi yang berbahaya sehingga 
cenderung memberikan putusan sesuai dengan yang diharapkan oleh 
keluarga korban. Hal ini diungkapkan oleh bapak Farid Hidayat 
Sopamena, S.H., M.H. sebagai hakim anggota yang menangani 
perkara persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut 
ini. 
Menurut penulis sendiri, suatu hukuman yang dijatuhkan 
terhadap diri Terdakwa harus merupakan suatu penghukuman yang 
sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 
merupakan suatu putusan yang diambil secara adil dan bijaksana 
tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Putusan tersebut 
hendaklah dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak yang 
terlibat, tidak hanya bagi diri korban saja melainkan terhadap diri 
Terdakwa. Meskipun dalam proses persidangan Terdakwa banyak 
melakukan hal-hal yang dapat meringankannya namun tetap harus 
diperhatikan substansi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang 
pada kasus ini melakukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan 
secara berlanjut hingga lebih dari 20 (dua puluh) kali dan 






Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan 
pembahasan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan nomor 
102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs ini, berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap di pengadilan, maka Terdakwa terbukti bersalah 
melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP yang merupakan dakwaan 
kesatu penuntut umum telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
Terdakwa dalam putusan nomor 102/Pid.Sus/PN.Mrs, hakim 
berdasar pada surat tuntutan penuntut umum. Tuntutan penuntut 
umum pada Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, yang awalnya menuntut 
Terdakwa dihukum penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
sebanyak Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), namun hakim 
hanya menjatuhkan putusan dengn penjara selama 7 (tujuh) tahun 
dan denda sebanyak Rp60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) 
subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan berbagai pertimbangan 
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baik pertimbangan  hukum maupun dari fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan. Pertimbangan tersebut antara lain : 
1) Terdakwa beserta keluarga besarnya telah meminta maaf 
terhadap korban dan keluarganya; 
2) Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan; 
3) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; 
4) Terdakwa sepenuhnya menyesali perbuatannya; 
5) Terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak yang 
masih kecil. 
B. SARAN 
1. Diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 
pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan 
khususnya kasus persetubuhan terlebih dengan korban anak. 
Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan 
putusannya agar betul-betul dapat memenuhi rasa keadilan 
bagi semua pihak agar tidak menimbulkan kegoncangan 
dalam masyarakat akibat dari kejahatan kesusilaan ini. 
2. Penulis berharap agar hakim dalam menjatuhkan suatu 
putusan terhadap diri Terdakwa tidak mudah terpengaruh 
ataupun terintervensi terhadap hal-hal yang berasal dari luar 
keyakinan hakim itu sendiri serta fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan dan memutus perkara sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan-
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